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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ketentuan-ketentuan pokok tentang pertanahan di Indonesia diatur
dalam Undang-undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar
Pokok-pokok Agraria, LNRI Tahun 1960 No. 104 — TLNRI No. 2043 atau
yang lebih dikenal dengan sebutan Undang-undang Pokok Agraria
(UUPA). UUPA berlaku sejak tanggal 24 September 1960 dan sejak saat
itu berlakulah hukum tanah nasional. Muchsin menyatakan bahwa tujuan
UUPA adalah untuk kemakmuran rakyat. Tujuan UUPA ini sesuai dengan
tujuan berbangsa dan bernegara, yaitu terwujudnya kesejahteraan rakyat.*

Disebutkan ruang lingkup agraria dalam UUPA, yaitu meliputi bumi,
air, ruang angkasa dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya.
Ruang lingkup bumi meliputi permukaan bumi (tanah), tubuh bumi, dan
ruang yang ada di bawah permukaan air. Dengan demikian, tanah
merupakan bagian kecil dari agraria. Tanah yang dimaksudkan disini
bukan mengatur tanah dalam segala aspeknya, melainkan hanya
mengatur salah satu aspeknya, yaitu tanah dalam pengertian yuridis, yang
disebut hak penguasaan atas tanah. Dalam hak penguasaan atas tanah
terdapat kewenangan, kewajiban, dan atau larangan bagi pemegang

haknya untuk berbuat sesuatu mengenai tanah yang dihaki. Sesuatu yang

' Muchsin, “Mengenang 51 Tahun Undang-undang Pokok Agraria: Eksistensi,
Regulasi, dan Konflik Agraria”, Jurnal Varia Peradilan, November 2011, Jakarta: Badan
Penelitian dan Pengembangan HAM RI h. 5.



boleh, wajib, atau dilarang untuk diperbuat, yang merupakan isi hak
penguasaan itulah yang menjadi kriteria atau tolok ukur pembeda di
antara hak-hak penguasaan atas tanah yang diatur dalam Hukum Tanah.
Dalam hak penguasaan atas tanah terdapat kewenangan yang dapat
dilakukan, kewajiban yang harus dilakukan, dan larangan yang tidak boleh
dilakukan bagi pemegang haknya.

Salah satu hak penguasaan atas tanah adalah hak menguasai
Negara atas tanah. Hak menguasai Negara atas tanah diatur dalam Pasal
2 UUPA. Wewenang hak menguasai Negara atas tanah dimuat dalam
Pasal 2 ayat (2) UUPA, yaitu:

a. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan,

persediaan, dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa;

b. Menentukan dan mengatur hubunganhubungan hukum antara

orang-orang dengan bumi, air, dan ruang angkasa;

c. Menentukan dan mengatur hubunganhubungan hukum antara

orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai
bumi, air, dan ruang angkasa.

Pelaksanaan hak menguasai negara atas tanah dapat dikuasakan
atau dilimpahkan kepada Pemerintah Daerah dan masyarakat-masyarakat
hukum adat sekadar diperlukan dan tidak bertentangan dengan
kepentingan nasional menurut ketentuan-ketentuan peraturan pemerintah.
Pernyataan ini dapat diselaraskan dengan Undang-undang No. 22 Tahun
1999 tentang Pemerintah Daerah maupun Undang-undang No. 32 Tahun

2004 tentang Pemerintahan Daerah.?

* Sri Winarsi, “Wewenang Pertanahan di Era Otonomi Daerah”, Jurnal Yuridika,
Vol. 23 No. 3, September 2008, Surabaya: Fakultas Hukum Universitas Airlangga, h.
263.



Ketentuan Pasal 4 ayat (1) UUPA menetapkan bahwa bersumber
dari hak menguasai Negara atas tanah ditentukan macam-macam hak
atas permukaan bumi yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada
dan dipunyai oleh orang-orang baik sendiri maupun bersama-sama
dengan orang lain, serta badan-badan hukum. Hak atas tanah dapat
diberikan kepada dan dipunyai oleh orang perorang dari warga Negara
Indonesia, orang asing yang berkedudukan di Indonesia, beberapa orang
secara bersama-sama, badan hukum Indonesia atau badan hukum asing
yang mempunyai perwakilan di Indonesia, dan badan hukum privat atau
badan hukum publik.

Hak-hak atas tanah yang disebutkan dalam Pasal 4 ayat (1) UUPA
dijabarkan macamnya oleh Pasal 16 ayat (1) UUPA dan Pasal 53 UUPA.
Hak atas tanah adalah hak yang memberi wewenang kepada pemegang
haknya untuk mempergunakan dan atau mengambil manfaat dari tanah
yang dihaki. Perkataan mempergunakan mengandung pengertian bahwa
hak atas tanah itu digunakan untuk kepentingan mendirikan bangunan,
sedangkan perkataan mengambil manfaat mengandung pengertian bahwa
hak atas tanah digunakan untuk kepentingan pertanian, perikanan,
peternakan, dan perkebunan. Sistem dalam UUPA menentukan bahwa
macam hak atas tanah bersifat terbuka, artinya masih terbuka peluang

adanya penambahan macam hak atas tanah baru yang akan ditetapkan



dengan undang-undang. Penambahan macam hak atas tanah baru
disebabkan oleh dinamika pembangunan.®

Berdasarkan subjek hukumnya, hak atas tanah dapat dimiliki atau
dikuasai oleh perseorangan atau badan hukum. Subjek hukum yang
berbentuk perseorangan dapat berasal dari warga Negara Indonesia atau
orang asing yang berkedudukan di Indonesia. Subjek hukum yang
berbentuk badan hukum dapat berupa badan hukum privat atau badan
hukum publik, badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan
berkedudukan di Indonesia atau badan hukum asing yang mempunyai
perwakilan di Indonesia. Salah satu badan hukum yang dapat menguasai
tanah adalah pemerintah daerah, vyaitu pemerintah provinsi dan
pemerintah kabupaten/kota.

Perseorangan dimungkinkan memperoleh atau mendapatkan hak
atas tanah. Hak atas tanah tersebut tidak bersifat absolut, tetapi mem-
punyai fungsi sosial, seperti yang disebutkan da-lam Pasal 6 UUPA.*
Dalam mempergunakan tanah harus ada keseimbangan antara kepenting-
an pribadi dengan kepentingan umum, dalam mempergunakan tanah tidak
boleh merugikan kepentingan orang lain, penggunaan tanah harus
disesuaikan dengan keadaan, sifat dari haknya, dan penggunaan tanah

bermanfaat bagi peme-gang haknya maupun masyarakatnya.

3 Urip Santoso, “Pengaturan Hak Pengelolaan”, Jurnal Media Hukum, Vol. 15 No.
1, Juni 2008, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah, h. 142.

*Eman, “Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan
Umum”. Jurnal Yuridika, Vol. 23 No. 1, Januari 2008, Surabaya: Fakultas Hukum
Universitas Airlangga, h. 52.



Telah terjadi tindak pidana dalam jual beli dalam Putusan Mahkamah
Agung Nomor 46 K/Pid/2022, Bermula ketika terdakwa Mawene
Septergepim, S.Sos Alias Pim datang ke toko menemui korban Melvin
Valentino Rumpuin pada waktu dan tempat tersebut diatas, guna
menawarkan tanah di samping rumahnya yang mana terdakwa
mengatakan bahwa seolah-olah sebagian atau seluruhnya tanah tersebut
adalah terdakwa dan akan di jual dengan harga Rp 40.000.000 (empat
puluh juta rupiah) dan korban menyetujuinya kemudian pada hari jumat
tanggal 12 April 2019 sebelum melakukan transaksi korban bersama
salah satu staf desa kairatu dan terdakwa melakukan pengukuran tanah di
lokasi tanah tersebut dan telah dibuatkan surat keterangan kepemilikan
tanah dengan nomor : 12/SK-PT/IV/2019, tanggal 12 April 2019
selanjutnya sekitar pukul 14.00 WIT setelah itu korban langsung
melakukan pembayaran dengan cara via transfer melalui rekening bank
Mandiri milik korban sebesar Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) ke
rekening BRI milik terdakwa dengan nomor rekening 487301009969537
atas nama Mawene Septergepim dan melalui rekening Bank BNI milik
korban sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ke rekening BRI
milik terdakwa dengan nomor rekening 487301009969537 atas nama
Mawene Septergepim kemudian sekitar pukul 14.00 Wit pada hari yang
sama melaui mobile banking, setelah itu terdakwa langsung menanda
tangani surat keterangan kepemilikan tanah dan di surat tersebut

langsung di serahkan kepada korban.



Pada tanggal 05 Agustus 2020 korban bersama pejabat kantor
notaris kairatu melakukan pembuatan surat pernyataan pelepasan hak
atas tanah tersebut dan di tanda tangani langsung oleh terdakwa
kemudian pada tanggal 27 Agustus 2020 korban bersama pejabat kantor
notaris mendaftarkan tanah tersebut ke Badan Pertanahan Nasional di
piru dan badan pertanahan Nasional piru langsung turun ke lokasi untuk
melakukan pengukuran namun pada saat pengukuran di ketahui bahwa
tanah tersebut bukan milik terdakwa namun milik orang lain yang sudah
memiliki sertifikat dan akhirnya tidak jadi dilakukan pengukuran saat itu
kemudian korban melaporkan kejadian tersebut ke pihak Desa Kairatu
dan pada tanggal 31 Agustus 2020.

Pihak desa kairatu melayangkan surat undangan kepada terdakwa
untuk dibicarakan permasalahAn tersebut namun terdakwa tidak hadir
selanjutnya tanggal 29 sepetember 2020 terdakwa di undang lagi namun
terdakwa juga tidak hadir kemudian terdakwa di undang lagi pada tanggal
6 oktober 2020 namun terdakwa juga tetap tidak hadir sehingga korban
bersama sekertaris dan BPD Desa Kairatu datang menemui terdakwa di
rumahnya untuk membicarakan terkait permasalahn tersebut namun
ternyata terdakwa tidak mau menyelesaikan permasalahn tersebut
sehingga karena merasa di rugikan korban langsung melaporkan
perbuatan terdakwa tersebut ke Polres Seram Bagian Barat untuk di

proses sesuai hukum yang berlaku.



Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut
mengenai penipuan dalam jual beli tanah dengan judul tesis: Tanggung
Jawab Hukum Pidana Atas Tindakan Memperjual Belikan Tanah Yang
Bukan Miliknya (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 46

K/Pid/2022)

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang diatas, maka ditentukan perumusan

masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan jual beli tanah yang dibenarkan dalam
peraturan perundang-undangan yang berlaku?

2. Bagaimana akibat hukum dari menjual tanah yang merupakan milik
orang lain?

3. Bagaimana pertimbangan hakim atas tindakan memperjual belikan
tanah milik orang lain dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 46

K/Pid/2022?

C. Tujuan Penelitian
Adapun yang menjadi tujuan penelitian dalam penulisan tesis ini
adalah:
1. Untuk mengetahui dan menganalisa pengaturan jual beli tanah yang
dibenarkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku
2. Untuk mengetahui dan menganalisa akibat hukum dari menjual tanah

yang merupakan milik orang lain.



3. Untuk mengetahui dan menganalisa pertimbangan hakim atas tindakan
memperjual belikan tanah milik orang lain dalam putusan Mahkamah

Agung Nomor 46 K/Pid/2022.

D. Manfaat Penelitian
Melalui Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik
secara teoritis, normatif maupun praktis, yakni ;

1. Secara teoritis, penelitian ini memiliki manfaat teoritis yaitu untuk
memberikan landasan bagi para peneliti lain dalam melakukan
penelitian lain yang sejenis mengenai jual beli tanah.

2. Secara praktis, Praktis hasil penelitian ini akan memberikan sumbang
saran dalam khasanah ilmu pengetahuan hukum, khususnya tentang

penipuan dalam jual beli tanah.

E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep
1. Kerangka Teori
Kerangka teoritik dan sebagainya, berbagai istilah tersebut pada
dasarnya sama maksud dan maknanya, mungkin ada yang lebih luas dan
yang lain lebih sempit kajiannya, akan tetapi isi dari kerangka teoritik
adalah konsepsi-konsepsi, teori-teori, pandangan-pandangan, dan

penemuan yang relevan dengan pokok permasalahan.®

® Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif &
Empiris, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, h. 92.



Kata teoritik atau teoritis atau theorical berarti berdasarkan pada
teori, mengenai atau menurut teori.® Kata teori berasal dari kata theoria
dalam bahasa Latin yang berarti perenungan. Kata theoria itu sendiri
berasal dari kata thea yang dalam bahasa Yunani berarti cara atau hasil
pandang. * Dalam penelitian ilmiah, adanya kerangka teoritis adalah
merupakan suatu kerangka dari mana suatu masalah dan hipotesis
diambil atau dihubungkan.

Teori hukum sendiri boleh disebut sebagai kelanjutan dari
mempelajari hukum positif, setidak-tidaknya dalam urutan yang demikian
itulah kita merekonstruksikan kehadiran teori hukum secara jelas.? Satjipto
Rahardjo berpendapat bahwa :

Dalam ilmu pengetahuan hukum, teori menempati kedudukan yang

penting karena memberikan sarana untuk merangkum serta

memahami masalah yang dibicarakan secara lebih baik. Hal-hal yang
semula tampak tersebar dan berdiri sendiri bias disatukan dan
ditunjukknan kaitannya satu sama lain secara bermakna. Teori
dengan demikian memberikan penjelasan dengan cara
mengorganisasikan dan mensistematisasikan masalah yang
dibicarakan.®

a. Teori Negara Hukum

Negara hukum merupakan negara yang berdiri diatas hukum yang
menjamin keadilan kepada setiap warganya. Dalam konstitusi Pasal 1

ayat (3) menjadi bukti tertulis bahwa Indonesia adalah negara hukum.

Ni*matul Huda menyatakan dalam bukunya bahwa Prinsip ini semula

® Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum Sebuah Pengantar, Liberty,
Yogyakarta, 2001, h. 156

" Soetandyo Wigjosoebroto, Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika
Masalahnya, Elsam HuMa, Jakarta, 2002, h. 184

®Ibid., h. 253.

*Ibid.
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dimuat dalam Penjelasan, yang berbunyi: “Negara Indonesia berdasar
atas hukum (rechtsstaat) tidak berdasar atas kekuasaan belaka
(machtstaat).”’° Dalam hal ini jelas bahwa pada awalnya terdapat bukti
tertulis yang menunjukkan Indonesia menganut konsep negara hukum
barat (rechtsstaat).

Abdul Latif mengutip Senoadji, menyebutkan “... Negara Hukum
Indonesia memiliki ciri-ciri khas Indonesia. Karena Pancasila harus
diangkat sebagai norma dasar dan sumber hukum, maka Negara Hukum
Indonesia ... dinamakan Negara Hukum Pancasila”.**

Penulis memiliki pemahaman bahwa memang pernyataan tersebut
bisa dibenarkan terkait dengan hilangnya redaksi “rechtsstaat” dari UUD
NRI 1945 yang menyebutkan Indonesia adalah negara hukum dan juga
kiblat negara hukum Indonesia bukan rechtsstaat (hukum tertulis/civil law
dan kepastian hukum) maupun rule of law (hukum tidak tertulis’common
law dan keadilan substansial). Seakan memang kedua konsep hukum
tersebut diambil sisi baiknya dan menjadi Negara Hukum Pancasila.
Namun seiring dengan perkembangannya Indonesia sejak melakukan
amandemen, dengan mengangkat konsep negara hukum dalam

konstitusinya. Negara Hukum Pancasila memiliki ciri khas Indonesia

sesuai dengan sumber hukum Indonesia yang salah satunya adalah

“Ni'matul Huda, Hukum TataNegara Indonesia, Raja Grafindo Persada, Jakarta,
2013, h. 17

" Latif, Abdul. Fungsi Mahkamah Konstitusi (Upaya Mewujudkan Negara
Hukum Demokrasi). Yogyakarta. Kreasi Total Media, 2009. h. 73-74.
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hukum yang masih berlaku dimasyarakat sepanjang tidak bertentangan

dengan konstitusi.

Menurut Couwenberg prinsip dasar yang sifatnya liberal dari

rechstaat/Eropa Kontinental mencakup sepuluh bidang yaitu :

1.

W

ok

9.

Pemisahan antara negara dan masyarakat sipil (de scheiding
tussen staat en burgelijke maatschappij), pemisahan antara
kepentingan umum dan kepentingan khusus perorangan,
pemisahan kekuasaan anrara hukum publik dan hukum privat;
Pemisahan antara negara dan gereja (agama);

Jaminan atas hak-hak kebebasan sipil (burgerlijke vrijheids
rechten);

Persamaan terhadap undang-undang (gelijkheid voor de wet);
Konstitusi tertulis sebagai dasar kekuasaan negara dan dasar
sistem hukum;

Pemisahan kekuasaaan berdasarkan trias politica dan sistem
check and balances;

7. Asas legalitas (heerscappij van de wet);
8.

Ide tentang aparat pemerintahan dan kekuasaan kehakiman yang
tidak memihak dan netral,

Prinsip perlindungan hukum bagi rakyat terhadap penguasa oleh
peradilan yang bebas dan tidak memihak;

10.Prinsip pembagian kekuasan, baik teritorial sifatnya maupun

vertikal (sistem federasi maupun desentralisasi).*

Berdasarkan sifat dasar liberal dan demokrasi yang dikemukakan

Couwenberg, Meuwissen menyatakan ciri rechtsstaat antara lain:

1.

2.

Adanya undang-undang dasar atau konstitusi yang memuat
ketentuan tertulis tentang hubungan antara penguasa dan rakyat;
Adanya pembagian kekuasaan negara, yang meliputi kekuasaan
pembuatan undang-undang yang ada pada parlemen (DPR),
kekuasaan kehakiman yang bebas yang tidak hanya menangani
sengketa antar individu raktar tetapi juga antara penguasa dan
rakyat, dan pemerintah yang mendasarkan tindakannya atas
undang-undang;

. Diakui  dan dilindunginya hak-hak kebebebasan rakyat

(vrijheidsrechten van de burger). **

2 bid., h. 87-88.
B bid., h. 88-89.
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Menurut Albert Venn Dicey dalam konsep negara hukum rule of
law/anglo saxon/common law terdapat tiga ciri penting yaitu:

1. Supremasi hukum (supremacy of law), dari regular law untuk
menentang pengaruh dari arbitrary power dan meniadakan
kesewenang-wenangan, prorogatif atau discretionary authority
yang luas dari pemerintah ;

2. Persamaan dihadapan hukum (Equality before the law), dari
semua golongan kepada ordinary law of the land yang
dilaksanakan oleh ordinary court, ini berarti bahwa tidak ada orang
yang berada di atas hukum, baik pejabat maupun warga negara
biasa kewajiban untuk mentaati hukum yang sama;

3. Konstitusi adalah hasil dari the ordinary law of the land, bahwa
hukum konstitusi bukanlah sumber tetapi merupakan konsekuensi
dari hak-hak individu yang dirumuskan dan ditegaskan oleh
peradilan, singkatnya, prinsip-prinsip hukum privat melalui
tindakan peradilan.**

Setiap wilayah negara tentu memiliki karakteristik yang berbeda-
beda sehingga sistem dan penerapan hukumnya tentu harus disesuaikan.
Demikian juga halnya di Indonesia, sebagai negara yang memiliki tujuan
untuk memberikan kesejahteraan kepada rakyatnya, tidak bisa hanya
menitikberatkan kepastian hukum menjadi tujuan utama negara
hukumnya. Karena aspek keadilan terhadap rakyat menjadi perhatian
penting sebagaimana telah diimplementasikan dalam MKRI bahwa
pencari keadilan bisa mengajukan gugatan apabila terdapat peraturan
perundang-undangan yang menurut mereka melanggar hak konstitusional
mereka atau paling tidak dalam perspektif mereka tidak adil.

Dalam teori kedaulatan negara, Indonesia menganut dua teori yaitu

kedaulatan hukum dimana negara tunduk pada hukum yang dibuatnya

dan kedaulatan rakyat dimana negara mengabdi pada kemauan

“1bid., h. 90.
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rakyatnya. Selain dua konsep negara hukum diatas yang banyak diadopsi
oleh berbagai negara, Indonesia menganut konsep Negara Hukum
Pancasila.

Abdul Latif menyebutkan “Konsep Negara Hukum Pancasila
dengan ciri-ciri.

(1) ada hubungan yang erat antara agama dan negara;

(2) bertumpu pada Ketuhanan Yang Maha Esa,;

(3) kebebasan beragama dalam arti positif;

(4) ateisme tidak dibenarkan dan komunisme dilarang; serta
(5) asas kekeluargaan dan kerukunan.” *®

| Dewa Gede Atmadja mengutip Muhammad Tahir Azhary
menyatakan

. unsur utama Negara Hukum Pancasila, meliputi:
. Pancasila;

. MPR;

Sistem Konstitusi;

. Persamaan;

. Peradilan bebas.®

DO OT®:

Dalam buku yang berjudul Fungsi Mahkamah Konstitusi (Upaya
Mewujudkan Negara Hukum Demokrasi) Abdul Latif menyatakan
kesimpulannya atas Negara Hukum Pancasila mempunyai karakteristik
atau kriteria yaitu:

1. Dari sudut pemikiran keadilan, Negara Hukum Pancasila
merupakan negara hukum yang mengutamakan keadilan sosial;

2. Dari sudut konsep kenegaraan Negara Hukum Pancasila
mengutamakan dan menerima konsep negara hukum integralistik;

3. Dari sudut upaya kesejahteraan, mengarah kepada terciptanya
masyarakat adil berkemakmuran dan makmur yang berkeadilan;

Ibid., h. 76

'® Azhary, Muhammad Tahir. Negara Hukum Suatu Studi Tentang Prinsip-
Prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara
Madinah dan Masa Kini. Jakarta. Prenada Media, 1992, h. 102
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Dari sudut moral Negara Hukum Pancasila adalah negara yang
berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa serta menjunjung tinggi
harkat dan martabat manusia (Indonesia).*’

Sebagai bentuk penegasan atas Negara Hukum Pancasila, menurut

Padmo Wahyono dalam Materi Kuliah Hukum Tata Negara konsep

Negara Hukum Pancasila memiliki sebagai berikut:

1.

abkown

Hukum bersumber pada Pancasila dan sumber dari segala
sumber hukum;

Negara berdasarkan atas hukum bukan kekuasaan belaka;
Pemerintah berdasarkan atas sistem konstitusional;

Equality berfore the law;

Kekuasaan kehakiman yang merdeka.'®

Negara Hukum Pancasila bisa dikenali karena dalam

penyelenggaraannya memiliki ciri-ciri sebagai berikut :

A OWNPRP

ol

. Bertitik pangkal dari asas kekeluargaan dan kerukunan;

. Tidak mengenal sekulerisme mutlak;

. Kebebasan beragama dalam arti positif;

. HAM bukanlah titik sentral tetapi keserasian hubungan antara

pemerintah dan rakyat lebih diutamakan;

. Demokrasi disusun dalam bingkai permusyawaratan perwakilan.®

b. Teori Keadilan (justice theory)

Keadilan merupakan teori yang mengkaji dan menganalisis tentang

keberpihakan, kebenaran dan ketidaksewenang-wenangan dari institusi

atau individu terhadap masyarakat atau individu yang lainnya.Teori

keadilan dikembangkan oleh Plato, Hans Kelsen, Jhon Stuart Mill, dan

Y Abdul Latif, Op.Cit., h. 78.

¥ Martitah dan Hery Abduh. Negara dan Negara Hukum. Materi Kuliah yang
disampaikan pada perkuliahan Hukum Tata Negara. Fakultas Hukum Universitas Negeri
Semarang, 2010, h. 12.

®Ibid., h. 11.
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Jhon Rawls.Fokus teori ini pada keadilan yang terjadi dalam masyarakat,
bangsa dan negara.?

Keadilan bukan permasalahan atau hal yang baru dibicarakan para
ahli, pembicaran tentang keadilan telah dimulai sejak Aristoteles sampai
saat ini. Bahkan, setiap ahli mempunyai pandangan yang berbeda tentang
esensi keadilan.Teori yang mengkaji dan menganalisis tentang keadilan
dari sejak Aristoteles sampai saat ini, disebut dengan teori keadilan.?*

Salah satu teori keadilan yang dapat disajikan dalam penelitian ini
adalah teori keadilan yang dikembangkan oleh Jhon Rawls, yang
mengembangkan teori keadilan berlandaskan pada konsep keadilan
sosial. Keadilan sosial menurut Jhon Rawls merupakan prinsip
kebijaksanaan rasional yang diterapkan pada konsep kesejahteraan
agregatif (hasil pengumpulan) kelompok. Subjek utama keadilan sosial
adalah struktur masyarakat, atau lebih tepatnya, cara-cara lembaga-
lembaga sosial utama mendistribusikan hak dan kewajiban fundamental
serta menentukan pembagian keuntungan dari kerja sama sosial.?

Hukum senantiasa mencari jalan untuk memecahkan soal, yakni
dengan mempertimbangkan seteliti-telitinya kedua jenis kepentingan yang
bertentangan, sehingga terdapat keseimbangan. Jadi hukum itu

menunjukkan usahanya penyelesaian masalah dengan cara adil, yaitu

penyelesaian yang mengadakan keseimbangan antara kepentingan yang

? Hs, Salim dan Erlies Septiana Nurbani, 2014, Penerapan Teori Hukum Pada
Penelitian Desertasi dan Tesis, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 2.

*!pid., h. 25.

2 Rawls, J hon, 2006, A Theory of Justice, Teori Keadilan, Pustaka Pelajar,
Yokyakarta, h. 26.



16

pada hakikatnya bertentangan, sehingga masing-masing memperoleh apa
yang patut diterima, meskipun hakikatnya tidak memberi kepuasan
kepada semua pihak.?®

Dialektika hukum dan keadilan merupakan permasalahan lama
(klasik), akan tetapi selalu menarik perhatian. Hal ini dikarenakan manusia
senantiasa memerlukan dan mengharapkan keadilan, kebenaran dari
hukum yang ada.Sebab, hal itu merupakan merupakan nilai dan
kebutuhan asasi bagi masyarakat yang beradab.

Pemikiran mengenai keadilan berkembang dengan berbagai
pendekatan yang berbeda, sehingga konsepkeadilan yang tertuang dalam
banyak literatur tidak mungkin tanpa melibatkan tema-tema moral, politik,
dan teori hukum yang ada.Konsep keadilan menurut Jhon Rawls
misalnya, Jhon Rawls mendasari pemikiran mengenai keadilan dalam dua
arus utama. Pertama, aliran etis yang menghendaki keadilan yang lebih
mengutamakan hak daripada manfaat keadilan itu sendiri.Kedua, aliran
institutif yang lebih mengutamakan manfaat daripada hak.*

Jhon Rawls, memahami keadilan sebagai suatu upaya untuk
mentesiskan paham liberalisme dan sosialisme. Sehingga secara
konseptual Rawls menjelaskan keadilan sebagai fairness, yang
mengandung asasbahwa orang yang merdeka dan rasional berkehendak

mengembangkan kepentingannya untuk memperoleh kedudukan yang

% Dirjosisworo, Soedjono, 2008, Pengantar IImu Hukum, Raja Grafindo Persada,
Jakarta, h. 11.

24 Nainggolan, Jogi, 2015, Energi Hukum Sebagai Faktor Pendorong Efektivitas
Hukum, Refika Aditama, Jakarta, h. 51.
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sama pada saat akan memulainya dan itu merupakan syarat yang
fundamental.?®

Secara umum, unsur-unsur formal dari keadilan yang dikatakan oleh

Rawls pada dasarnya harus memenuhi nilai unsur hak dan unsur
manfaat.Maka nilai keadilan di sini mempunyai aspek empiris, di samping
aspek idealnya. Maksudnya adalah diaktualisasikan secara konkret
menurut ukuran manfaatnya.®

Menurut Jhon Rawls keadilan tidak saja meliputi konsep moral

tentang individunya (keadilan substantif), tetapi juga mempersoalkan
mekanisme dari pencapaian keadilan itu sendiri, termasuk juga
bagaimana hukum turut serta mendukung upaya tersebut (keadilan
prosedural).?’ Dengan demikian, terdapat beberapa kriteria untuk dapat
menentukan suatu keadilan, baik secara substantif, maupun prosedural,
yaitu:

1) Adanya keadilan yang berlaku di mana dan kapan saja, artinya
keadilan harus ditempatkan atas dasar yang relatif sesuai tempat
dan waktu.

2) Adanya persamaan hak dan kewajiban.

3) Adanya kesesuaian antara keadilan prosedural dengan keadilan
substansional, artinya keadilan yang diperoleh sejak dimulai
perkara sampai dengan hasil akhir, yaitu dapat diterimanya
putusan oleh para pihak.

4) Adanya kesesuaian penerapan antara peraturan perundang-
undangan dengan rumusan putusan hakim yang dihasilkan.

5) Adanya pengakuan masyarakat terhadap keadilan yang
dihasilkan. %

Faisal, 2015, llmu Hukum, Sebuah Kajian Kritis, Filsafat, Keadilan dan Tafsir,
Thafamedia, Yokyakarta, h. 38.

*Ibid., h. 39.

2 Nainggolan, Jogi, Op. Cit., h. 51.

8 HS, Salim, dan Erlies Septiana Nurbani, Op. Cit., h. 34.
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Mekanisme pencapaian keadilan adalah suatu bentuk keadilan
prosedural, di mana suatu aturan tidak saja sekedar adil dan tidak
memihak, tetapi juga harus dilaksanakan secara jujur, sejalan dengan
standar-standar prosedur yang semestinya dan tanpa peduli akan ras,
kelas, ataupun status sosial. > Secara teoritis dapat dikemukakan
beberapa asas untuk menentukan apakah sesuatu itu adil atau tidak adil,
yaitu:

1) Asas persamaan, dimana diadakan pembagian secara mutlak.
Setiap warga masyarakat mendapatkan bagian secara merata
tanpa memperhatikan kelebihan/kekurangan individu.

2) Asas kebutuhan, dimana setiap warga masyarakat mendapatkan
bagian sesuai dengan keperluan yang nyata.

3) Asas kualifikasi, dimana keadilan didasarkan pada kenyataan
bahwa yang bersangkutan akan dapat mengerjakan tugas yang
diberikan kepadanya.

4) Asas prestasi objektif, bahwa bagian seseorang warga
masyarakat didasarkan pada syarat-syarat objektif

5) Asas subjektif, yang didasarkan pada syarat-syarat subjektif,
misalanya: intensi, ketekunan, kerajinan, dan lain-lain.*

c. Teori Kepastian Hukum

Dialektika keadilan masih berada pada penafsiran yang subjektif, adil
bagi seseorang belum tentu adil bagi orang lain. Demikian pula kebijakan
yang ditetapkan pemerintah, suatu kebijakan mungkin dipandang adil bagi
pemerintah, namun belum tentu oleh masyarakat. Sehingga dalam suatu

hubungan hukum yang terjadi di masyarakat harus memiliki kekuatan

mengikat bagi masyarakat, kekuatan mengikat dalam suatu peristiwa

#Ali, Achmad dan Wiwie Hariyani, Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum,
PrenadaKencana Media Group, Jakarta, 2012, h. 231.

%0 Syahrani, Ridwan, 2013, Rangkuman Inti Sari llmu Hukum, Citra Aditya Bakti,
Bandung, h. 21.
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hukum atau hubungan hukum membutuhkan adanya kepastian hukum.
Hens Kelsen sebagaimana dikutip oleh Peter Mahmud Marzuki,
menjelaskan bahwa:

Hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan

yang menekan aspek “seharusnya” atau “das sollen”, dengan

menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan.

Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif.

Undang-undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum

menjadi pedoman bagi individu dalam bertingkah laku dalam

masyarakat.Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat
dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu.

Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan

kepastian hukum.®

Menurut Utrecht sebagaimana dikutip Dominikus Rato, kepastian
hukum mengandung dua makna, pertama adanya aturan bersifat umum
membuat individu mengetahui perbuatan yang boleh dan atau tidak boleh
dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari
kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat
umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang dibebankan atau
dilakukan oleh negara terhadap individu.*

Kepastian hukum menegaskan bahwa tugas hukum adalah
menjamin kepastian hukum dalam hubungan-hubungan pergaulan
kemasyarakatan.Terjadi kepastian yang dicapai “oleh karena hukum”.
Dalam tugas hukum tersebut tersimpul dua tugas lain, yakni hukum harus

menjamin keadilan maupun hukum harus tetap berguna. Akibatnya

kadang-kadang yang adil terpaksa dikorbankan untuk yang berguna.Ada 2

% peter Mahmud Marzuki, 2008, Pengantar llmu Hukum, Jakarta, Prenada
Kencana Media Group, h. 158

% Dominikus Rato, 2010, Filsafat Hukum Mencari dan Memahami Hukum,
Yokyakarta, Laskbang Pressindo, h. 59
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(dua) macam pengertian “kepastian hukum” yaitu kepastian oleh karena
hukum dan kepastian dalam atau dari hukum.

Kepastian dalam hukum tercapai kalau hukum itu sebanyak-
banyaknya hukum undang-undang dan bahwa dalam undang-undang itu
tidak ada ketentuan-ketentuan yang bertentangan, undang-undang itu
dibuat berdasarkan “rechtswerkelijkheid” (kenyataan hukum) dan dalam
undang-undang tersebut tidak dapat istilah-istilah yang dapat di tafsirkan
berlain-lainan. ** Kepastian hukum sangat identik dengan pemahaman
positivisme hukum. Positivisme hukum berpendapat bahwa satu-satunya
sumber hukum adalah undang-undang, sedangkan peradilan berarti
semata-mata penerapan undang-undang pada peristiwa yang konkrit.3*
Undang-undang dan hukum diidentikkan,®

Kepastian hukum merupakan suatu asas mutlak ada dalam suatu
negara hukum. Menurut Philipus M. Hadjon, konsep rechstaat lahir dari
suatu perjuangan menentang absolutisme sehingga sifatnya revolusioner,
sebaliknya konsep rule of law berkembang secara evolusioner. Hal ini
tampak baik dari isi maupun kriteria rechstaat dan rule of the law itu
sendiri.*®

Berdasarkan dua model dan perbedaan sifat negara yang

berdasarkan pada konsep rechtstaat dan rule of the law tersebut, maka

%% peter Mahmud Marzuki, Op. Cit., h. 35

% Lilik Rasyidi dan Ira Thania Rasyidi, 2004, Dasar-Dasar Filsafat dan Teori
Hukum, Bandung, PT. Citra Aditya Bhakti, h. 42-43.

% Pontang Moerad, Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan Dalam
Perkara Pidana, Bandung,Alumni, 2005, h.120.

% Philipus M. Hadjon, 1998, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia,
Surabaya, Bina limu, h. 72.
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muncullah dua sistem hukum di dunia, yaitu sistem hukum eropa
kontinental yang disebut civil law dan sistem hukum common law atau
Engglish-Law.

Mariam Budiardjo, menegaskan bahwa dalam perkembangan ide
demokrasi dapat dilihat dalam dua mainstream, pertama demokrasi pada
negara hukum klasik, dan kedua demokrasi pada negara hukum
dinamis.?’

Konsep negara hukum didasari atas adanya keinginan untuk
melakukan pembatasan yuridis terhadap kekuasaan dikarenakan politik
kekuasaan yang cenderung korup. Atas dasar itu, maka dilakukan
pembatasan kekuasaan secara yuridis normatif untuk menghindari
penguasa yang depostik.®

Di sinilah kemudian konstitusi menjadi penting artinya bagi
kehidupan masyarakat. Konstitusi dijadikan sebagai perwujudan hukum
tertinggi yang harus dipatuhi oleh negara dan pejabat-pejabat pemerintah
sekalipun, sesuai dengan dalil, government by the law, not by men
(pemerintahan berdasarkan hukum, bukan berdasarkan manusia).*°

Berangkat dari keinginan untuk mewujudkan hukum sebagai

panglima dalam penyelenggaraan negara, kemudian muncullah konsep

%" Mariam Budiarjo, 2007, Dasar-Dasar Ilmu Politik, PT. Gramedia Indonesia,
Jakarta, h. 56

38Despotisme adalah bentuk pemerintahan dengan satu penguasa, baik individual
maupun oligarki, yang berkuasa dengan kekuatan politik absolut. Despotisme dapat
berarti tiran (dominasi melalui ancaman hukuman dan kekerasan), atau absolutisme atau
diktatorisme. Menurut Montesquieu, perbedaan antara monarki dan despotisme adalah
bahwa dalam monarki, penguasa memerintah dengan hukum yang ada dan tetap,
sementara dalam despotisme penguasa memerintah berdasarkan keinginannya sendiri.

% Mariam Budiarjo, Op. Cit., h. 57.



https://id.wikipedia.org/wiki/Bentuk_pemerintahan
https://id.wikipedia.org/wiki/Oligarki
https://id.wikipedia.org/wiki/Absolutisme
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https://id.wikipedia.org/wiki/Monarki
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negara hukum (rechtstaat). Menurut Carl J. Friedrich Stahl dalam
sebagaimana dikutip Mariam Budiarjo, setidaknya terdapat empat unsur
berdirinya negara hukum (rechstaat), yaitu: adanya pengakuan terhadap
hak asasi manusia, pemisahan atau pembagian kekuasaan, pemerintahan
berdasarkan peraturan, dan peradilan administrasi dalam perselisihan.*
Terwujudnya kepastian hukum tidak hanya adanya aturan hukum
yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan yang boleh
dan atau tidak boleh dilakukan, tetapi juga berupa jaminan bagi individu
dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang
bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang dibebankan
atau dilakukan oleh negara terhadap individu. Artinya, kebijakan yang
ditetapkan oleh pemerintah harus dilakukan evaluasi, apakah telah sesuai
dengan konsep-konsep yang terkandung dalam negara Indonesia yang
berdasarkan pada pancasila sebagai dasar atau falsafah hidup bangsa
dan Konstitusi sebagai pedoman dalam pelaksanaan pergaulan hidup

bangsa Indonesia.

2. Kerangka Konsep
Konsepsi berasal dari bahasa latin, conceptus yang memiliki arti
sebagai suatu kegiatan atau proses berpikir, daya berfikir khususnya
penalaran dan pertimbangan. Peranan konsep dalam penelitian adalah
untuk menghubungkan dunia teori dan observasi, antara abstraksi dan

realitas.

“Opid.
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Konsepsi merupakan definisi operasional dari intisari obyek
penelitian yang akan dilaksanakan. Pentingnya definisi operasional adalah
untuk menghindarkan perbedaan pengertian dan penafsiran dari suatu
istilah yang dipakai. Selain itu dipergunakan juga untuk memberikan
pegangan pada proses penelitian ini. Menghindari terjadinya perbedaan
pengertian tentang konsep yang dipakai dalam penelitian ini, perlu
dikemukakan mengenai pengertian konsep yang akan digunakan, sebagai
berikut:

1. Tanggung Jawab Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)
adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa-apa
boleh dituntut, dipersalahkan dan diperkarakan. Dalam kamus hukum,
tanggung jawab adalah suatu keharusan bagi seseorang untuk
melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya.**

2. Jual beli menurut etimologi berarti Al-Ba’i, Al-Tijarah, dan Al-
Mubadalah.*? Jual beli juga berarti saling menukar (pertukaran).*®

3. Tanah menurut Jhon Salindeho adalah suatu benda bernilai ekonomis
menurut pandangan bangsa II-2 Indonesia, ia pula yang sering
memberi getaran di dalam kedamaian dan sering pula menimbulkan
guncangan dalam masyarakat, lalu ia juga yang sering menimbulkan

sendatan dalam pelaksanaan pembangunan.**

“L Andi Hamzah, 2005, Kamus Hukum, Ghalia Indonesia, Bogor, h. 26

2 Hendi Suhendi, Figh Muamalah, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005, h. 67

43 Sayid Sabiqg, Figh Sunnah, alih bahasa oleh Kamaluddin A. Marzuki, Terjemah
Fikih Sunnah, Jilid XlI, Al-Ma"arif, Bandung, 1987, h. 44

* John Salindeho, Masalah Tanah dalam Pembangunan, Cetakan Kedua (Jakarta
: Sinar Grafika, 1988), h. 23
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F. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan di perpustakaan
Universitas Islam Sumatera Utara dan browsing melalui internet terdapat
beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh penelitian terdahulu, yang
berkaitan dengan judul dan permasalahan yang menjadi objek kajian
dalam penulisan tesis ini. Adapun beberapa penelitian yang memiliki
keterkaitan dengan objek penelitian ini adalah:

1. Tesis Sigit Dwi Santoso, SH., NPM 12214050 mahasiswa Program
Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Narotama
Surabaya 2018.

Judul penelitian/tesis: “Kekuatan Hukum Akta Jual Beli
Tanah Yang Dibuat Pejabat Pembuat Akta Tanah (Studi Kasus
Putusan Mahkamah Agung No. 787 K/Pdt/2013)”.

Adapun yang menjadi permasalahan dalam tesis ini adalah .
Kekuatan Hukum Akta Jual Beli Tanah Yang Dibuat PPAT?,
Tanggung Gugat PPAT Terhadap Pembuatan Akta Jual Beli Tanah
Yang Tidak Memenuhi Syarat Keabsahan?

2. Tesis, Muhammad Kamran, NIM: : B022182008, Mahasiswa
Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas
Hasanuddin Makassar 2021.

Judul tesis yang menjadi topik/tema dalam penelitian tesis ini
adalah mengenai: Tinjauan Yuridis Penipuan Dalam Perjanjian

Jual Beli Online Dalam Hukum Positif Indonesia.
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Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini, yaitu:
Pengaturan Hukum Terhadap adanya Unsur Penipuan dalam
Perjanjian Jual Beli Online dalam Hukum Positif Indonesia?, Akibat
Hukum Terjadinya Penipuan dalam Perjanjian Jual Beli Online dalam
Hukum Positif Indonesia?

Berdasarkan peninjauan yang telah dilakukan, maka sejauh yang
diketahui, penelitian tentang: Tanggung Jawab Hukum Pidana Atas
Tindakan Memperjual Belikan Tanah Yang Bukan Miliknya (Studi
Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 46 K/Pid/2022) belum pernah
dilakukan baik dilihat dari judul maupun dari subtansi permasalahan
Sehingga penelitian ini adalah asli adanya. Artinya, secara akademik

penulisan ini dapat dipertanggungjawabkan kemurniannya.

G.Metode Penelitian
1. Spesifikasi Penelitian

Penelitian yang penulis susun ini merupakan jenis penelitian
diskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk
memberikan data seteliti mungkin tentang manusia, keadaan, atau gejala-
gejala lainnya. Maksudnya adalah terutama mempertegas hipotesa, agar
dapat memperkuat teori-teori lama atau dalam kerangka penyusunan
dapat memperkuat teori-teori lama didalam kerangka penyusunan

kerangka baru.*

> Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Ul-Pers, 2014, h. 10.
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2. Metode Pendekatan

Menurut Peter Mahmud Marzuki, ada beberapa pendekatan dalam
penelitian hukum. Pendekatan-pendekatan itu antara lain pendekatan
undang-undang (statute approach), pendekatan kasus (case approach),
pendekatan historis (historical approach), pendekatan komparatif
(comparative approach), dan pendekatan konseptual (conceptual
approach).*®

Dalam penulisan ini, penulis cenderung menggunakan pendekatan
undang-undang (statute approach) dan pendekatan kasus (case
approach). Dimana pendekatan undang-undang dilakukan dengan
menelaah semua undang-undang yang bersangkut paut dengan isu
hukum yang sedang di tangani, sedangkan pendekatan kasus dilakukan
dengan menelaah putusan hakim pengadilan atas suatu kasus yang

terkait

3. Objek Penelitian
Adapun objek penelitian dalam penulisan tesis ini adalah Putusan

Mahakmah Agung Republik Indonesia Nomor 46 K/Pid/2022.

4. Alat Pengumpulan Data
Alat pengumpulan data yang diambil oleh penulis dalam penulisan
hukum ini adalah studi kepustakaan atau studi dokumen. Teknik ini

merupakan teknik pengumpulan data dengan mempelajari, membaca, dan

“® peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta, 2006, h. 93
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mencatat buku-buku, literatur, catatan-catatan, peraturan perundang-
undangan, serta artikel-artikel penting dari media internet dan erat
kaitannya dengan pokok-pokok masalah yang digunakan untuk menyusun
penulisan hukum ini yang kemudian dikategorisasikan menurut

pengelompokan yang tepat.

5. Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data

a. Jenis Data

Jenis penelitian yang peneliti gunakan dalam penelitian ini
adalah penelitan hukum normatif atau penelitan hukum
kepustakaan, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara
meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan
hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.
Bahan-bahan tersebut disusun secara sistematis, dikaji, kemudian
ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang
diteliti.

Penelitian hukum normatif ini menurut Soerjono Soekanto
merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara
meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Penelitian
ini dapat pula dinamakan penelitan hukum normatif atau
penelitian hukum kepustakaan.*’

b. Sumber Data
Sumber data merupakan tempat data diperoleh. Sumber data

dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder yaitu tempat

47 Soerjono Soekanto, Op.Cit., h. 13-14.
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kedua diperoleh data. Data sekunder yang digunakan dalam
penelitian ini berupa
a. bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan yang mengikat, terdiri
dari:
1) UUD 1945;
2) KUHP
3) Undang-Undang Pokok Agraria
4) Putusan Mahakmah Agung Republik Indonesia 46 K/Pid/2022;
b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan
penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil karya
ilmiah para sarjana, hasil penelitian, buku-buku, majalah, internet,
e-book, dan makalah.
c. Alat Pengumpulan Data
Alat pengumpulan data merupakan landasan utama dalam
menyusun tesis ini yang didasarkan atas : penelitian kepustakaan
(library research); Dengan metode ini penulis dapat
mengumpulkan bahan-bahan kepustakaan, berupa putusan dari
pengadilan, buku-buku, majalah, dokumen-dokumen, serta
sumber-sumber teoritis lainnya sebagai dasar penyelesaian

permasalahan dalam tesis ini.

6. Analisis Data
Teknik analisis data yang dipergunakan oleh penulis dalam penelitian

ini adalah teknik analisis data kualitatif, yakni suatu uraian mengenai cara-
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cara analisis berupa kegiatan mengumpulkan data kemudian di edit
dahulu untuk selanjutnya dimanfaatkan sebagai bahan yang sifatnya
kualitatif, yaitu data yang berisikan sejumlah penjelasan dan pemahaman
mengenai isi dan kualitas isi dan gejala-gejala sosial yang menjadi
sasaran atau objek penelitian.*®

Teknik analisis data ini dilakukan dengan teknik analisis data yang
logis dengan metode induktif. Metode induktif adalah cara berfikir yang
berpangkal dari prinsip-prinsip umum, yang menghadirkan objek yang
hendak diteliti, menjabarkan objek yang diteliti tersebut dan kemudian

melakukan konklusi dari penelitian tersebut

8 Ashofa, Burhan. 2001. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Rineka Cipta. h. 69.



BAB Il

PENGATURAN JUAL BELI TANAH YANG DIBENARKAN
DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG
BERLAKU

A.Jual Beli Tanah
1. Jual Beli Secara Umum

Pelaksanaan jual beli adalah suatu perbuatan dengan mana satu
orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.
Didalam pasal tidak memberikan batasan yang jelas, karena disatu sisi
terlalu luas dan disisi lain kurang lengkap. Kata “pelaksanaan” disini terlalu
luas pengertiannya, karena seakan-akan semua perbuatan termasuk
didalamnya.

Secara garis besar di indonesia diatur dalam Kitab Undang-Undang
Hukum Perdata pada buku ke Il Tentang Perikatan. Dalam Pasal 1233
KUHPerdata dinyatakan sumber dari perikatan yaitu perikatan yang lahir
dari persetujuan dan perikatan yang lahir dari Undang-Undang. Sesuai
dengan materi penelitian penulis, pembahasan akan lebih terfokus pada
perikatan yang lahir dari persetujuan dan lebih terperinci mengenai
pelaksanaan jual beli. Namun sekilas penulis akan menjabarkan apa yang
dimaksud dengan perikatan yang timbul dari Undang-Undang*.

Pasal 1352 KUHPerdata menetukan bahwa perikatan-perikatan yang

dilahirkan oleh Undang-Undang sebagai akibat dari perbuatan orang.

9 Jurnal Repertorium, ISSN:2355-2646, Volume Il No. 2 Juli - Desember 2015
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Sehubungan dengan hal ini hendaknya diperhatikan bahwa dari Undang-
Undang saja tidak akan timbul perikatan. Untuk terjadinya perikatan
berdasarkan Undang-Undang harus selalu dikaitkan dengan suatu
kenyataan atau peristiwa tertentu. Dengan kata lain untuk timbulnya
perikatan selalu disyaratkan terdapatnya kenyataan hukum. Selain
perikatan yang lahir dari Undang-Undang tersebut, pelaksanaan jual beli
merupakan sumber perikatan lainnya.

Pengertian pelaksanaan jual beli diatur dalam Pasal 1313
KUHPerdata yang berbunyi “persetujuan adalah suatu perbuatan dengan
mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain
atau lebih”. Pelaksanaan jual beli dapat berlaku atau tidak ditentukan
berdasarkan syarat sahnya suatu perjanjian. Syarat sahnya suatu
perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata yang ditentukan syarat
sahnya suatu perjanjian yaitu :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan diri.

2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.

3. Suatu hal tertentu

4. Suatu sebab yang halal.®®

Pelaksanaan jual beli merupakan sumber perikatan lainnya,
dinyatakan sumber dari perikatan yaitu perikatan yang lahir dari

persetujuan dan perikatan yang syarat sah yang berdasarkan Pasal 1320

KUH Perdata :

*° Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia, Djambatan, 2000, Jakarta, him. 25
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1. Adanya kesepakatan dan kehendak.
2. Wenang berbuat.

Berdasarkan syarat sahnya diatas tersebut dapat dikatakan dua
syarat yang pertama, dinamakan syarat-syarat subjek, karena mengenai
orang-orangnya atau subjeknya yang mengadakan pelaksanaan jual beli,
sedangkan dua syarat terakhir dinamakan syarat-syarat objektif, karena
mengenai pelaksanaan jual belinya sendiri atau objek dari perbuatan
hukum yang dilakukan itu.>' Selanjutnya mengenai unsur-unsur yang
terdapat suatu pelaksanaan jual beli, dimana j. Satrio memaparkan bahwa
dalam perjanjian terdapatbeberapa unsur yaitu sebagai berikut:

1. Unsur Essensisalia
Unsur yang selalu ada, unsur mutlak, dimana tanpa adanya unsur
tersebut, tidak mugnkin ada. Misalnya suatu sebab yang halal
merupakan unsur essensialis untuk adanya pelaksanaan, seperti dalam
pelaksanaan jual beli harga dan barang yang disepakati kedua belah
pihak harus ada.
2. Unsur Naturalia
Unsur yang oleh diatur Undang-Undang, tetapi yang oleh para
pihak dapat disingkirkan atau diganti. Misalnya kewajiban penjual
menanggung biaya penyerahan dapat disampingkan atas kesepakatan

kedua belah pihak.

® Achmad Rubaie, Hukum Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum,

Bayumedia Publishing, 2007, Malang, h. 7.
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3. Unsur Accidentalia
Unsur yang ditambahkan oleh para pihak yang Undang-Undang
sendiri tidak mengatur tentang hal tersebut. Misalnya dalam
pelaksanaan jual beli, bendabenda perlengkapan tertentu bisa
dikecualikan.

Pelaksanaan jual beli memiliki beberapa macam pembagian, yaitu
seperti yang diatur dalam Pasal 1319 KUHPerdata menyebutkan dua
kelompok yang pertama yang diberikan suatu nama khusus oleh Undang-
Undang yang bernama (benoemde atau nominaatcontracte), seperti jual
beli, sewa menyewa, perjanjian yang dalam Undang-Undang tidak dikenal
dengan suatu nama tertentu, yang disebut perjanjian tak bernama
(onbenoemde atauinnominaat contracte), seperti perjanjian sewa-beli dan
fiducia. >

Selain pembagian yang diatur dalam KUHPerdata tersebut, juga
terdapat beberapa pembagian perjanjian yang dikemukakan oleh
beberapa ahli hukum di Indonesia. Seperti pembagian perjanjian yang
dikemukan oleh J. Satrio, diaman terdapat lima jenis perjanjian yaitu :

1. Perjanjian cuma-Cuma
Yaitu suatu perjanjian yang mana pihak yang satu memberikan
suatu keuntungan kepada pihak lain tanpa memperoleh suatu

keuntungan atau manfaat bagi dirinya sendiri. Contohnya yaitu seperti

*? Surojo Wignjodipuro, Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat, Gunung Agung,
Jakarta, 1982, h. 98.
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hibah, pinjam pakai cuma-cuma, pinjam mengganti cuma-cuma dan
penitipan barang cuma-Cuma
. Perjanjian atas beban,

yaitu Perjanjian dimana terhadap prestasi yang satu selalu ada
kontra dengan prestasi pihak lainnya, dimana kontra prestasinya
semata-mata merupakan pembatasan atas prestasi yang satu atau
hanya sekedar menerima kembali pretasinya sendiri.
. Perjanjian sepihak

Yaitu perjanjian yang menimbulkan kewajiban (terhadap lawan
janjinya), sedangkan pihak yang lainnya hanya memiliki hak saja.
Contoh perjanjian ini yaitu hibah, perjanjian kuasa tanpa upah,
penitipan barang Cuma-Cuma.
. Perjanjian timbal balik

Yaitu perjanjian yang menimbulkan kewajiban-kewajiban karenya
hak juga kepada kedua belah pihak, dan hak serta kewajiban itu
mempunyai hubungan satu dengan lainnya. Contoh seperti jual beli,
sewa menyewa dan juga tukar menukar.
. Perjanjian timbal balik tidak sempurna

Yaitu perjanjian sepihak, karena kewajiban pokoknya hanya ada
pada salahsatu pihak saja. Tetapi dlam hal-hal tertentu dapat timbul
kewajibankewajiban pada pihak lain. Misalnya perjanjian pemberian

kuasa tanpa upah.
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Menengenai perumusan perjanjian menurut para sarjana
memberikan pendapat yang berbeda dengan pengertian perjanjian pada
Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pengertian perjanjian
menurut para sarjana antara lain :

R. Subekti Menyatakan Perjanjian adalah suatu peristiwva dimana
seorang atau pihak yang berjanji kepada seseorang (atau pihak lain) atau
dimana dua orang atau (pihak itu) saling berjanji untuk melaksankan
sesuatu hal.

R. Wirjono Prodjodikoro Menyatakan Perjanjian adalah suatu
perhubungan hukum mengenai harta benda antara dua pihak, dalam
mana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan suatu
hal atau tidak melakukan sesuatu hal sedang pihak lain lebih berhak
pelaksanan perjanjian itu.

Abdul Kadir Muhammad Menyatakan bahwa ketentuan Pasal 1313
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terdapat beberapa kelemahan
yaitu :

1. Hanya menyangkut sepihak saja.

Hal ini diketahui dari perumusan “satu orang atau lebih
mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”. Kata kerja
“‘mengikatkan diri” sifatnya hanya datang dari satu pihak saja, tidak dari
kedua belah pihak. Padahal dalam suatu perjanjian dua pihak yang
saling mengikatkan dirinya. Oleh karena itu perumusannya seharusnya

“saling mengikatkan diri”. Jadi harus ada konsensus antara pihak-pihak.
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2. Kata perbuatan mencakup juga tanpa konsensus
Pengertian “Perbuatan” termasuk juga tindakan melaksanakan tugas
tanpa kuasa, tindakan melawan hukum yang tidak mengandung suatu
konsensus. Seharusnya digunakan “persetujuan”.

3. Tanpa menyebutkan tujuan
Dalam perumusan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
tidak disebutkan tujuan pengadaan perjanjian sehingga pihak-pihak
yang mengikatkan diri tidak jelas untuk apa.

4. Pengertian perjanjian terlalu luas
Karena mencakup juga pelangsungan perkawinan, janji kawin, yang
diatur dalam lapangan hukum keluarga, padahal yang dimaksud adalah
hubungan antara debitur dengan kreditur dalam lapangan harta

kekayaan saja.>

2. Pengertian Jual Beli Tanah
Perkataan jual beli dalam pengertian sehari-hari dapat diartikan
suatu perbuatan dimana seseorang melepaskan uang untuk mendapatkan
barang yang dikehendaki secara sukarela. Pada Pasal 1457 Kitab
Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer) yang menyebutkan bahwa jual
beli adalah suatu persetujuan, dengan mana pihak yang satu mengikatkan
dirinya untuk menyerahkan suatu kebedaan dan pihak lain membayar

harga yang telah dijanjikan.

> Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan UUPA dan
Pelaksanaannya, Djambatan, Jakarta, 2003, h. 55.
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Tanah dalam pengertian yuridis adalah permukaan bumi menurut
penjelasan pasal 1 UUPA. Sementara hak atas tanah adalah hak atas
sebagian tertentu permukaan bumi, yang berbatas dan berdimensi dua
dengan ukuran panjang dan lebar. Tanah diberikan kepada dan dipunyai
oleh orang dengan hak-hak yang disediakan oleh UUPA, adalah untuk
digunakan atau dimanfaatkan.

Dengan demikian makna yang di punyai dengan hak atas tanah itu
adalah tanahnya, dalam arti sebagian tertentu dari permukaan bumi.
Tetapi wewenang menggunakan bersumber pada hak tersebut diperluas
hingga meliputi juga penggunaan sebagian tubuh bumi yang ada di bawah
tanah dan air serta ruang yang ada di atasnya. Tubuh bumi dan air serta
ruang yang dimaksudkan itu bukan kepunyaan pemegang hak atas tanah
yang bersangkutan. la hanya diperbolehkan menggunakannya dan itupun
ada batasnya seperti yang dinyatakan dalam pasal 4 ayat (2) : “Sekedar
diperlukan untuk kepentingan yang langsung berhubungan dengan
penggunaan tanah itu, dalam batas-batas menurut undangundang ini
(yaitu; UUPA) dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi”

Sedalam berapa tubuh bumi ini boleh digunakan dan setinggi berapa
ruang yang ada di atasnya boleh, dalam batas-batas kewajaran,
perhitungan teknis kemampuan tubuh buminya sendiri, kemampuan
pemegang hak serta ketentuan peraturan perundang haknya serta
ketentuan  peraturan  perundang-undangan yang bersangkutan.

Penggunaan tubuh bumi harus ada hubungannya langsung dengan
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gedung yang di bangun yang di bangun di atas tanah yang bersangkutan.
Misalnya untuk pemancangan tiang-tiang pondasi, untuk basement, ruang
parkir, dan keperluan yang langsung berhubungan dengan pembangunan
dan penggunaan gedung yang dibangun.

Terkait dengan jual beli tanah, UUPA tidak menerangkan secara
jelas, akan tetapi mengingat dalam Pasal 5 UUPA disebutkan bahwa
hukum tanah nasional adalah hukum adat, berarti menggunakan
konsepsi, asas-asas, lembaga hukum dan sistem hukum adat. Maka
pelaksanaan jual beli tanah menurut hukum tanah nasional adalah
menurut pengertian jual beli tanah menurut hukum adat. Hukum adat yang
dimaksud pasal 5 UUPA tersebut adalah hukum yang telah di yang
dihilangkan dari cacatnya atau hukum adat yang sudah disempurnakan
atau hukum adat yang telah dihilangkan sifat kedaerahannya dan diberi
sifat nasional.

Bahwa jual beli menunjukan dari satu pihak perbuatan itu dinamakan
menjual, sedangkan dipihak lain dinamakan membeli. Istilah ini yang
mencakup dua perbuatan timbal balik. Suatu perjanjian dengan mana
pihak yang satu mengikatkan dirinnya untuk mnyerahkan suatu
kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang disepati.

Jual beli adalah perbuatan timbal balik dalam mana pihak yang satu
(penjual) bersedia untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang,
sedangkan pihak yang lainnya (pembeli) bersedia untuk membayar harga

yang terdiri atas sejumlah uang sebagai imbalan dari perolehan hak milik
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tersebut. Jual beli menerangkan bahwa hal yang disepati oleh pihak yang
satu (penjual) menyerahkan atau memindahkan hak miliknya atas barang
yang ditawarkan, sedangkan yang disepati oleh pembeli untuk membayar
harga yang telah disepakati.>

Pengertian jual beli tanah menurut hukum adat merupakan
perbuatan pemindahan hak, yang sifatnya tunai, riil, dan terang. Sifat tunai
berarti bahwa penyerahan hak dan pembayaran harganya dilakukan pada
saat yang sama. Sifat riil berarti bahwa dengan mengucapkan kata-kata
dengan mulut saja belumlah terjadi jual beli. Jual beli dianggap telah
terjadi dengan penulisan kontrak jual beli di hadapan Kepala Desa serta
penerimaan harga oleh penjual, meskipun tanah yang bersangkutan
masih berada dalam penguasaan penjual. Sifat terang dipenuhi pada
umumnya pada saat dilakukannya jual beli itu disaksikan oleh kepala
desa, karena kepala desa dianggap orang yang mengetahui hukum dan
kehadiran kepala desa mewakili warga masyarakat desa tersebut.
Sekarang sifat terang berarti jual beli dilakukan menurut peraturan tertulis
yang berlaku.

Pelaksanaan jual beli pada umumnya merupakan pelaksanaan
konsesnsual karena mengikat para pihak saat terjadinya kesepakatan
antara para pihak tersebut mengenai unsur esensial dan aksidentalia dari
pelaksanaan tersebut. Dikatakan adanya kesepakatan, walaupun para

pihak sepakat mengenai barang dan harga, jika ada hal-hal lain yang tidak

**1bid, h. 1.
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disepakati yang terkait dengan pelaksanaan jual beli tersebut jual beli
tetap tidak terjadi karena tidak tercapai kesepakatan. Akan tetapi jika para
pihak telah menyepakati unsur esensial pelaksanaan jual beli tersebut
yaitu tentang barang yang akan dijual harga barangnya tesebut dan para
pihak tidak mempersoalkan hal lainnya, klausul-klausul yang dianggap
berlaku dalam pelaksanaan tersebut merupakan ketentuan tentang jual
beli yang ada dalam Perundang-Undangan (BW) atau biasanya disebut
unsur naturalia.

Sedangkan Salim H.S di dalam bukunya menerangkan bahwa pada
dasarnya, terjadi kontrak jual beli antara penjual dengan pembeli adalah
pada saat dasarnya, terjadinya kontrak jual beli antara penjual dengan
pembeli adalah pada saat terjadinya persesuaian kehendak dan
pernyataan antara mereka tentang barang dan harga, meskipun barang
itu belum diserahkan maupun harganya belum dibayar lunas. Tetapi
walapun telah terjaidnya persesuaian kehendak dan pernyataan, namun
belum tentu barang itu menjadi milik pembeli karena harus diikuti proses
penyerahaan benda.

Berdasarkan penjelasan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa
yang menjadi unusr pokok dari pelaksanaan jual beli adalah barang dan
harga. Dimana adanya barang dan harga yang hendak dijual ditentukan
oleh sejumlah harga. Hal ini berarti bahwa suatu pelaksanaan jual beli

tanah tidak akan akan terjadi jika tidak adanya barang yang menjadi
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obyeknya dan harga sbagai pembayaran serta penyerahan dari penjual
kepada pembeli.

Sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang pada
dasarnya adalah suatu pelaksanaan yang dibuat secara lisan antara dua
orang atau lebih telah mengikat, dan karenanya telah melahirkan hak dan
kewajiban bagi para pihak dalam pelaksanaan tersebut telah dicapai
secara lisan semata-mata.para pihak dalam pelaksanaan jual beli tanah
yaitu penjual dan pembeli memliki hak dan kewajiban masing-masing.
Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia mengatur hal yang menjadi
hak dan juga kewajiban dari para penjual dan pembeli.

Mengenai kewajiban penjual diatur dalam Pasal 1474 KUHPerdata
yang dinyatakan yang menjadi kewajiban pihak penjual yaitu
menyerahkan barangnya dan menanggungnya. Pengertian dari
menyerahkan barang dapat dilihat dalam Pasla 1475 KUHPerdata yang
dinyatakan bahwa penyerahan ialah suatu pemindahan barang yang telah
dijual kedlaam kekuasaan dan kepunyaaan pihak pembeli. Sedangkan
yang menjadi kewajiban pihak pembeli diatur dalam Pasal 1513
KUHPerdata yang dinyatakan bahwa yang menjadi kewajiban utama
pembeli ialah membayar harga pembelian pada waktu dan tempat yang
ditetapkan menurut pelaksanaan jual beli

Sejak berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997
tentang Pendaftaran Tanah, jual beli dilakukan para pihak di hadapan

PPAT yang bertugas membuat aktanya. Dengan dilakukannya jual beli
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dihadapan PPAT, dipenuhi syarat terang. Akta jual beli yang ditanda
tangani para pihak membuktikan telah terjadi pemindahan hak dari penjual
kepada pembelinya dengan disertai pembayaran harganya, telah
memenuhi syarat tunai dan menunjukkan bahwa secara nyata atau riil
perbuatan hukum jual beli yang bersangkutan telah dilaksanakan.

Akta tersebut membuktikan bahwa benar telah dilakukan perbuatan
hukum pemindahan hak untuk selama-lamanya dan pembayaran
harganya. Karena perbuatan hukum yang dilakukan merupakan perbuatan
hukum pemindahan hak, maka akta tersebut membuktikan bahwa
penerima hak atau pembeli sudah menjadi pemegang haknya yang
baru.*®

Syarat jual beli tanah ada dua, yaitu syarat materiil dan syarat formil :
1. Syarat Materil Sangat menentukan akan sahnya jual beli tanah

tersebut, antara lain sebagai berikut;

a. Pembeli berhak membeli tanah yang bersangkutan Maksudnya
adalah pembeli sebagai penerima hak harus memenuhi syarat untuk
membeli tanah yang akan dibelinya,

b. Pembeli berhak menjual tanah yang bersangkutan Maksudnya yang
berhak menjual suatu bidang tanah adalah pemegang yang sah dari

hak atas tanah tersebut yang disebut pemilik,

*® |da Nurlinda, Prinsip-Prinsip Pembaruan Agraria Perspektif Hukum, Rajawali
Pers Jakarta, 2009, h. 37.
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c. Tanah hak yang bersangkutan Boleh untuk diperjualbelikan dan tidak
sedang dalam sengketa. Mengenai tanah hak yang dapat untuk
diperjualbelikan telah ditentukan dalam UUPA yaitu :
1)Hak Milik (Pasal 20)

2) Hak Guna Usaha (Pasal 28),
3) Hak Guna Bangunan (Pasal 35) dan,

4) Hak Pakai (Pasal 41).

2. Syarat Formil

Suatu akta yang dibuat oleh dan dihadapan PPAT yang bertujuan
untuk membuktikan adanya suatu pelaksanaan yang bermaksud
memindahkan hak atas tanah. Setelah akta dibuat, selambat-lambatnya
tujuh hari kerja sejak akta tersbut ditandatangani, PPAT menyerahkan
akta tersebut kepada kantor pendaftaran tanah untuk pendaftaran
pemindahan hak sesuai dengan ketentuan Pasal 40 Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Dalam kehidupan manusia yang senantisa berkembang dari waktu
ke waktu dan berbagai macam bentuk hubungan antar manusia untuk
memenuhi kebutuhan hidup beraneka ragam, salah satunya adalah
perbuatan jual beli. Jual beli merupakan perbuatan hukum yang paling
banyak berlangsung di masyarakat. Jual beli dalam pengertian sehari-hari
dapat diartikan sebagai suatu perbuatan dimana seseorang menyerahkan
uang untuk mendapatkan barang yang dikehendaki. Jual beli tanah yang

menyebabkan beralihnya hak milik tanah dari penjual kepada pembeli
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untuk selamalamanya disebut “jual lepas”. Ada beberapa pendapat

tentang jual lepas tersebut, diantaranya :

1. Van Vollenhoven Mengatakan bahwa jual lepas dari sebidang tanah
atau perairan ialah penyerahan dari benda itu dihadapan petugas
Hukum Adat dengan pembayaran sejumlah uang pada saat itu atau
kemudian.

2. S.A. Hakim Mengatakan bahwa penyerahan sebidang tanah (termasuk
air) untuk selama lamanya dengan penerimaan uang tunai (atau
dibayar dulu sebagian) uangnya disebut uang pembelian.

3. Imam Sudiyat Mengatakan bahwa menjual lepas yaitu menyerahkan
tanah untuk menerima pembayaran uang secara tunai, tanpa hak
menebus kembali. Jadi penyerahan itu untuk seterusnya dan
selamanya.

Sejak diundangkannya Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) pada
tanggal 24 September 1960 yang menghapuskan dualisme hukum tanah
di Indonesia, pengertian jual beli tanah dapat diartikan sebagai jual beli
tanah dalam pengertian Hukum Adat, mengingat Hukum Agraria yang
berlaku adalah Hukum Adat sebagaimana termuat dalam Pasal 5 Undang-
Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960 yang berbunyi : “Hukum Agraria
yang berlaku atas, bumi, air dan ruang angkasa adalah Hukum Adat,
sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan Negara,
yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia

serta dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam undang-undang
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ini dan dengan peraturan perundangan lainnya, segala sesuatu dengan
mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum Agama”.

Hilman Hadikusuma juga mengemukakan, bahwa pada umumnya
jual beli itu berlaku apabila pada saat yang sama penjual menyerahkan
barang yang dibeli dan pembeli menyerahkan pembayarannya. Boedi
Harsono mengatakan, bahwa jual beli tanah dalam Hukum Adat
merupakan perbuatan hukum pemindahan hak dengan pembayaran tunai,
artinya harga yang disetujui bersama dibayar penuh pada saat dilakukan
jual beli yang bersangkutan.

Dari pengertian di atas, dapat diketahui bahwa jual beli adalah suatu
persetujuan kehendak antara penjual dan pembeli mengenai suatu barang
dan harga, karena tanpa barang yang dijual dan tanpa harga yang
disetujui antara kedua belah pihak, maka tidak mungkin ada perbuatan
hukum jual beli. Dengan dilakukannya jual beli tanah tersebut, maka hak
milik atas tanah beralih kepada pembeli dan sejak saat itu menurut Hukum

Adat pembeli telah menjadi pemiliknya yang baru.>®

B. Syarat-syarat Jual Beli Tanah
Syarat-syarat dalam perbuatan hukum terhadap pengalihan hak atas

tanah terbagi atas 2 (dua) macam, yaitu:>’

*® bid, h. 72.
Erza Putri, Peran PPAT Dalam Peralihan Hak Atas Tanah,
http://erzaputri.blogspot.com.
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a. Syarat Materiil
Syarat materiil sangat menentukan akan sahnya jual beli tanah
tersebut, antara lain sebagai berikut:
1) Penjual adalah orang yang berhak atas tanah yang akan dijualnya.

a. Harus jelas calon penjual, ia harus berhak menjual tanah yang
hendak dijualnya, dalam hal ini tentunya si pemegang yang sah
dari hak atas tanah itu yang disebut pemilik.

b. Dalam hal penjual sudah berkeluarga, maka suami isteri harus
hadir dan bertindak sebagai penjual, seandainya suami atau isteri
tidak dapat hadir maka harus dibuat surat bukti secaratertulis dan
sah yang menyatakan bahwa suami atau isteri menyetujui menjual
tanah.

c. Jual beli tanah yang dilakukan oleh yang tidak berhak
mengakibatkan jual beli tersebut batal demi hukum. Artinya sejak
semula hukum menganggap tidak pernah terjadi jual beli.

Dalam hal yang demikian kepentingan pembeli sangat
dirugikan, karena pembeli telah membayar harga tanah sedang
hak atas tanah yang dibelinya tidak pernah beralih kepadanya.
Walaupun penjual masih menguasai tanah tersebut,namun
sewaktu-waktu orang yang berhak atas tanah tersebut dapat
menuntut melalui pengadilan.

2) Pembeli adalah orang yang berhak untuk mempunyai hak atas tanah

yang dibelinya. Hal ini bergantung pada subyek hukum dan obyek
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hukumnya. Subyek hukumadalah status hukum orang yang akan
membelinya, sedangkan obyek hukumadalah hak apa yang ada
pada tanahnya. Misalnya menurut UUPA yang dapatmempunyai hak
milik atas tanah hanya warga Negara Indonesia dan badan-badan
hukum vyang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.
Apabila hal ini dilanggar maka jual beli batal demi hukum dan tanah
jatuh kepada Negara, denganketentuan bahwa hak-hak pihak lain
yang membebaninya tetap berlangsung serta semua pembayaran
yang telah diterima oleh pemilik tidak dapat dituntut kembali.

3) Tanah yang bersangkutan boleh diperjual belikan atau tidak dalam
sengketa. Menurut UUPA hak-hak atas tanah yang dapat dijadikan
obyek peralihan hak adalah:

a. Hak Milik

b. Hak Guna Usaha

c. Hak Guna Bangunan

d. Hak Pakai

b. Syarat Formil
Setelah semua persyaratan materiil tersebut terpenuhi, maka

dilakukan jual beli dihadapan PPAT. Dalam pelaksanaan jual beli yang
dibuat oleh PPAT hal-hal yang harus diperhatikan adalah:

1) Pembuatan akta tersebut harus dihadiri oleh para pihak yang

melakukan jual beli atau kuasa yang sah dari penjual dan pembeli
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serta disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi-saksi yang memenuhi
syarat sebagai saksi.

2) Akta dibuat dalam bentuk asli dalam 2 (dua) lembar, yaitu lembar
pertama sebanyakl (satu) rangkap disimpan oleh PPAT yang
bersangkutan dan lembar kedua sebanyak 1 (satu) rangkap
disampaikan kepada Kantor Pertanahan untuk keperluan
pendaftaran dan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dapat
diberikan salinannya.

3) Setelah akta tersebut dibuat, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja
sejak tanggalditandatanganinya akta yang bersangkutan, PPAT
wajib menyampaikan akta yangdibuatnya berikut dokumen-dokumen
yang bersangkutan kepada Kantor Pertanahan untuk didaftar dan
PPAT wajib menyampaikan pemberitahuantertulis mengenai telah
disampaikannya akta tersebut kepada para pihak yang

bersangkutan.

C. Tata Cara Jual Beli Tanah

Sebelum kita membeli sebidang tanah, maka kiranya perlu dilakukan
secara hati-hati, dikarenakan banyaknya terjadi hal-hal yang bersifat
kurang menguntungkandikemudian harinya bagi pembeli, misalnya tanah
dalam keadaan sengketa ataupun tanahterletak dalam lokasi daerah yang
terkena penertiban dan sebagainya.

Ada dua hal penting yang perlu diperhatikan dari jual beli tanah, yaitu

penjual dan pembeli. Untuk penjual terdapat beberapa hal yang perlu
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diperhatikan dalam melakukanjual beli tanah. Hal pertama yang harus
dalam melakukan jual beli tanah adalah, calon penjual harus berhak
menjual tanah tersebut, atau dengan kata lain si penjual adalahpemegang
hak yang sah dari hak atas tanah itu.

Apabila pemegang hak hanya satu, maka ia berhak untuk menjual
sendiri tanahitu, tapi jika pemegang hak atas tanah tersebut terdiri dari
dua orang atau lebih, maka yangberhak menjual tanah itu adalah semua
pemegang hak itu secara bersama-sama tidakboleh hanya seorang saja
yang bertindak sebagai penjual jual beli tanah yang dilakukanoleh orang
yang tidak berhak adalah batal demi hukum, artinya semula
hukummenganggap tidak pernah terjadi jual beli, Dalam hal demikian
maka kepentingan pembelisangat dirugikan.

Hal kedua adalah, apakah penjual berwenang untuk menjual,
mungkin terjadibahwa seseorang berhak atas suatu hak atas tanah akan
tetapi orang itu tidak berwenangmenjualnya kalau tidak dipenuhi syarat
tertentu, misalnya tanah tersebut milik anakdibawah umur atau milik
seseorang yang berada dibawah pengampuan.

Jika suatu jual beli tanah dilakukan tetapi ternyata yang menjual tidak
berwenangmenjual atau sipembeli tidak berwenang membeli, walaupun di
penjual adalah berhak atastanah itu atau si pembeli berhak membeli,

maka akibatnya jual beli itu dapat dibatalkan oleh pihak-pihak yang
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berkepentingan, lagi pula Kantor Pendaftaran Tanah akan menolak
pendaftaran jual beli itu.>®

Hal ketiga yang perlu diperhatikan adalah, apakah penjual boleh
menjual tanahyang akan dijadikan obyek jual beli. Seseorang mungkin
berhak menjual sebidang tanahjuga orang tersebut berwenang melakukan
penjualan tetapi dia tidak atau belum bolehmenjual tanah itu. Misalnya
seseorang mempunyai tanah bekas Hak Barat atau tanahbekas Hak
Indonesia yang pernah didaftar atau Hak Milik menurut UUPA, tetapi
belumterdaftar pada kantor pertanahan atau sertipikatnya hilang, maka
orang tersebut belumboleh menjual tanah itu, ia harus mengurus dan
memperoleh sertipikatnya terlebih dahulusetelah itu baru boleh dijual.

Hal keempat adalah, apakah penjual atau pembeli bertindak sendiri
atau sebagaikuasa Penjual/Pembeli mungkin bertindak sendiri atau selaku
kuasa. Baik penjual/pembelibertindak sendiri maupun melalui kuasa,
identitasnya harus jelas. Kalau penjual/ pembeliadalah orang (manusia),
maka identitas itu adalah nama, umur (tanggal lahir),kewarganegaraan,
pekerjaan, tempat tinggal. Semua itu dapat dibaca dalam Kartu
TandaPenduduk atau Passpor.

Apabila penjual/ pembeli adalah badan hukum, maka identitasnya
adalah nama,bentuk badan hukumnya, kedudukan badan hukum,
pengurus-pengurusnya Semua itu dapat diketahui/anggaran dasar/

peraturan perundang-rundagan pembentukkannya. Dalam hal penjual/

*® Effendi Perangin, Praktek Jual Beli Tanah, (Jakarta: Rajawali Pers, 1987), h. 4.
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pembeli bertindak melalui kuasa, maka surat kuasakhusus untuk menjual

harus ada. Kuasa umum yang menurut lazimnya hanya untukmelakukan

pengurusan tidak berlaku untuk menjual. Kuasa itu harus tegas untuk
menjualtanah yang akan dijual itu.

Persiapan-persiapan yang dilakukan dalam jual beli tanah vyaitu
berupa:

1. Melakukan penelitian terhadap surat-surat yang menyangkut tanah
yang akan menjadi objek jual beli

2. Melakukan kesepakatan tentang tanah dan harga.

3. Pelaksanaan pemindahan atas hak tanah dengan akta jual beli
dilakukan di hadapan PPAT.

4. Melakukan pendaftaran hak untuk memperoleh sertifikat dan pejabat
yang berwenang.

Tata cara dalam pelaksanaannya menurut UUPA dengan peraturan
pelaksaannya, secarasederhana dapat diuraikan sebagai berikut:

a) Calon pembeli dan penjual sepakat untuk melakukan jual beli
menentukan sendirisegala sesuatunya, tentang tanah dan harganya.

b) Calon pembeli dan penjual datang sendiri atau mewajibkan kepada
orang lain dengansurat kuasa, menghadap kepada Pejabat Pembuat
Akta Tanah (PPAT) (KepalaKecamatan, Notaris atau lainnya yang
diangkat oleh pemerintah).

c) Dalam hal tanah yang akan dijual itu belum dibukukan (belum

bersertipikat), makadiharuskan kehadiran Kepala Desa atau seorang
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anggota Pemerintah Desa yangdisamping akan bertindak sebagai
saksi, juga menjamin bahwa tanah yang akan dijualitu memang betul
adalah milik penjual dan ia berwenang untuk menjualnya.

d) Dalam hal tanah yang akan dijual itu sudah dibukukan (sudab
adasertipikat) dihadiridua orang saksi, tidak harus Kepala Desa dan
anggota pemerintah desa. Tetapiapabila Pejabat Pembuat Akta Tanah
(PPAT) menganggap perlu (jika ada keraguantentang wewenang orang
yang melakukan jual beli itu), maka PPAT dapat memintakehadiran
Kepala Desa dan seorang anggota Pemerintah Desa dari tempat
letaktanah yang akan dijual

e) Kalau tanah yang dijual telah dibukukan, penjual harus menyerahkan
sertipikat, tetapikalau belum di bukukan sebagai gantinya harus dibuat
surat keterangan dari KepalaKantor Pertahanan yang menyatakan
bahwa tanah itu belum dibukukan

f) Setelah PPAT merasa cukup persyaratan, tidak ada halangan
(umpamanya adapersengketaan) dan tidak ragu-ragu lagi, maka PPAT
membuat Akta Jual Bali Tanah tersebut.

g) Selanjutnya dengan telah adanya akta tersebut, maka PPAT

menguruskanpendaftaran sampai mendapat sertipikat.



